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WALI KOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten  Siak, Kabupaten  Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
Nomor 7);
16. Peraturan...
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16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam
Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025 - 2029, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN

b. BABII EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN
II TAHUN BERJALAN

c. BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
d. BABIV PENUTUP

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

Perubahan  Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat
Daerah;

b. landasan...
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landasan penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2026; dan

bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2L Agusfus 2026

WALI KOTA BATAM,




LAMPIRAN XXX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
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DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN TAHUN 2026




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena
berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perikanan Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam memuat rumusan
pelaksnaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun
Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota
Batam Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini,
kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan
keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus
berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan
lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk
mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut
terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam
lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan
sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan,
program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan
Kota Batam Tahun 2026, Semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi
pihak yang berkepentingan.

Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 i
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan
Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun Dberjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan
Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan
Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala
Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan
Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD;
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi,
kabupaten/kota sampai dengan Triwulan Il Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri
atas:

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 1




1.2

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

d. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan

e. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:

pendahuluan;

evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;

penutup.

no o

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun
2026 maka Dinas Perikanan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana
Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah
melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Perikanan Kota Batam Tahun 2026 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang
— Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah

e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029

Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 ]2




f. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata
cara evaluasi Rancangan Akhir peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi;

i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tentang
Perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021,
yang berfokus pada hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi
pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan
pembangunan serta keuangan daerah;

j. Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

k. Peraturan Daerah Kota Batam No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana
Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 04 Tahun 2025 tentang RPJMD
Kota Batam Tahun 2025-2029;

m. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

n. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas
Perikanan;

0. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

p. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang RKPD
Tahun 2026;

q. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2025 - 2029;

r. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan
RKPD Tahun 2026;

s. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

t. Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Efisiensi Belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 I3
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https://jdih.batam.go.id/dokhukum/published/detail/peraturan-wali-kota-batam-nomor-16-tahun-2023-tentang-tugas-pokok-fungsi-uraian-tugas-dan-sistem-kerja-di-lingkungan-dinas-perikanan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota
Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Perikanan Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala
Daerah.

2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas
Perikanan Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan
Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam
terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
2.1 Landasan Hukum
3.1 Maksud dan Tujuan
4.1 Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting
4.2 Kaidah Pelaksanaan
4.3 Rencana Tindak Lanjut
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan
permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan
kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.
Adapun realisasi program /kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah
ini

Perubahan Rencana Kerja
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Batam s/d Triwulan II

Dinas Perikanan Kota Batam

ASN

Pelaksanaan Tugas ASN

. . Target Kinerja Capaian Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan . . . . .
. Indikator Kinerja Program Program/Kegiatan/Sub A Capaian
Kode Daerah dan Program/Kegiatan/Sub . g . Realisasi TW II . .
. (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun Realisasi
Kegiatan o
2026) Target (%)
1 2 3 4 5 6 =5/4*100
Dinas Perikanan + UPTD Pelayanan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN q o
3.25.01 PEMERINTAHAN DAERAH :v‘if;ks"’ AII‘:IY;";;“ kesekretariatan PD 32'97 ] gof’
KABUPATEN/KOTA °
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase dokumen perencanaan,
3.25.01.2.01 3 3 i gangs ? penganggaran, dan evaluasi yang tersusun 86% 43% 50%
Kinerja Perangkat Daerah 3
sesuai dengan tahapan dan waktu
3.25.01.2.01.0001 gzrg;liunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |7 Dokumen 4 Dokumen S7%
. . Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
3.25.01.2.01.0002 IS{IO{%rgmaSl dan Penyusunan Dokumen RKA- Koordinasi Penyusunan 5 Dokumen 2 Dokumen 40%
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
3.25.01.2.01.0003 yu Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 67%
Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD
3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah %ir;f}? Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 24 Laporan 12 Laporan 50%
3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |F crS°nitase pegawai yang menerima layanan 100% 100% 100%
administrasi keuangan
. .. . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ASN 95 Orang/bulan 92 Orang/bulan |100%
3.95.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 12 Dokumen 6 Dokumen 50%

Perubahan Rencana Kerja
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Target Kinerja Capaian

Tingkat

Kode Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Indikator Km?r‘]a Program Prog-ram/ Kegl.'«..ltan/ Sub Realisasi TW II Capz.uan-
. (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun Realisasi
Kegiatan o
2026) Target (%)
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah gerse“tase femenabaapislavasaaiias 100% 50% 50%
erkantoran
Penvediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
3.25.01.2.06.0001 eny' b Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket 0 Paket 0.00%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor S
Disediakan
3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor S Paket 2 Paket 50%
yang Disediakan
3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 1 Paket 50%
yang Disediakan
. . Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3.25.01.2.06.0000 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan dan Konsultasi 12 Laporan 6 Paket 50%
Konsultasi SKPD
SKPD
- . Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah
3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang |p.,\\hiano Urusan 100% 50% 50%
Urusan Pemerintah Daerah 3 5
Pemerintah Daerah yang terpenuhi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau |[Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau . o
3.25.01.2.07.0001 Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 100%
3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 23 Unit 1 4,35%
3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ngla}h Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 19 Unit 0 0.00%
Disediakan
3.25.01.2.08 Penye(.haan Jasa Penunjang Urusan Persel.ltase realisasi penyediaan jasa penunjang 100% 50% 50%
Pemerintahan Daerah sesuai perencanaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, o
8.25.01.2.08.0002 dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6 Laporan 50%
3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyfedla.a n Jasa Pelayanan 12 Laporan 6 Laporan 50%
Umum Kantor yang Disediakan
3.25.01.2.09 Pemeliharaan .Barang Milik Daerah Penunjang |Persentase Bz:\rang Milik .Daerah yang dipelihara 100% 50% 50%
Urusan Pemerintahan Daerah dan berfungsi dengan baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
3.25.01.2.09.0001 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan |Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 1 Unit 100.00%

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Perubahan Rencana Kerja
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Target Kinerja Capaian

Tingkat

Kode Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Indikator Km?r‘]a Program Prog-ram/ Kegl.'«..ltan/ Sub Realisasi TW II Capz.uan-
. (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun Realisasi
Kegiatan o
2026) Target (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
3.25.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 14 Unit 14 Unit 100.00%
Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
3.25.01.2.09.0006 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya %?;}?ﬁlaf:ralatan dan Mesin Lainnya yang 70 Unit 34 Unit 48,57%
3.25.01.2.09.0009 Pemehharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah ngung Ka}ntor d'a'n B.angunan Lainnya 1 Unit 0 Unit 0.00%
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
3.25.03 ,l;.ﬁggm ey Jumlah Produksi Nelayan Kecil 26.045,59 Ton 10.869,93 Ton 41,73%
3.25.03.2.02 GO Y EEE SR L] GRIETm DRereth Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan 6.823 RTP 6790 RTP 87%
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi o
8.25.03.2.02.0002 Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 70 Kelompok 79 Kelompok 112,86%
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran
3.25.03.2.02.0003 . . ’ Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, 6000 Unit Usaha 6000 Unit Usaha [100.00%
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha .
Kemitraan Usaha
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan . . o
3.25.03.2.02.0004 Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Usaha Nelayan Skala Kecil 335 Unit 20 Unit 5,97%
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produksi Budidaya ikan 9710,43 Ton 4.887,86 Ton 50,33%
BUDIDAYA
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil J}!mlah EelepoREEmbEC Acavaia ks Sl e 100 RTP 23 RTP 100%
diberdayakan
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Jumlgh Kelompok Pembudi Daye.l Ikan Kecil yang 23 Kelompok 23 Kelompok 100%
Kecil Mengikuti Pengembangan Kapasitas
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah pembudi daya ikan yang memenuhi SOP (530 RTP 664 RTP 125,28%
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan |Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan o
8.25.04.2.04.0001 Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 2 Dokumen 50%
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan
3.25.04.2.04.0008 Budidaya dalam 1 (satu) Daerah ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah 12 Dokumen 9 Dokumen 75%

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota
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Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Target Kinerja Capaian

Tingkat

Kode Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Indikator Km?r‘]a Program Prog-ram/ Kegl.'«..ltan/ Sub Realisasi TW II Capz.uan-
Kesiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) Kegiatan (Renja Tahun Realisasi
g 2026) Target (%)
Penjaminan Ketersediaan Sarana .
3.25.04.2.04.0009 |Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah |2 2m1ah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 216 Unit 10 Unit 4,63%
Kabupaten /Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.06 ;i(s)ﬁ‘ PEREI?:L(I} :l\:-' N R E e Jumlah produksi pengolah hasil perikanan 1.479.74 Ton 646 Ton 68,59%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil
3.25.06.2.02 Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan perikanan skala kec.l 1 dan mikro yang 250 Unit Usaha 170 Unit Usaha |68%
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil zler.nldapatkan pembinaan mutu dan keamanan
asi
. Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan . - .
Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan
3.25.06.2.02.0002 dan Pemasaran Hasil Perikanan sesfai Skala terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan 200 Unit Usaha 170 Unit Usaha [85%
Usaha dan Risiko Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
O IRET (O LI ALDERT) IR | Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan
3.25.06.2.03 Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) tersalurkan (ton) yang 45.160,64 Ton 0 Ton 0%
Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi|Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
3.25.06.2.03.0001 dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah |Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) 965 Ton 0 Ton 0.00%
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan
3.25.06.2.03.0002 Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) |Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang |15 Pelaku Usaha 3 Pelaku Usaha |20%
Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasi
UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN
3.25.03 :ﬁggmmuw Lbiler ol LS L DG L L Jumlah Produksi Nelayan Kecil 26.045,59 Ton 10.869,93 Ton |41,73%
3.25.03.2.02 ;Z?I?E;S:Z;‘;ﬁ tl:elayan LG CEVET LR Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan 6.823 RTP 6000 87%
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran
3.25.03.2.02.0003 ’ Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, 1000 Unit Usaha 796 Unit Usaha 50%

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Kemitraan Usaha

Perubahan Rencana Kerja
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2.1.1 Realisasi program/kegiatan pada Dinas Perikanan tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
*) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
® Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Hingga Bulan Juni 2026 realisasi kinerja Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya masih 0%
dikarenakan kenaikan harga peralatan personal komputer
yang signifikan sehingga tidak dapat dibelanjakan dan akan
dilakukan penyesuaian anggaran dan spesifikasi barang
tersebut.

*) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Hingga bulan Juli 2026, realisasi kinerja Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap belum mencapai 50 persen akibat belum
disalurkannya bantuan sarana dan prasarana perikanan
tangkap. Penyaluran bantuan tersebut direncanakan
terlaksana pada bulan Juli, sehingga diharapkan mampu
meningkatkan jumlah produksi nelayan kecil di Kota Batam.

2.1.2 Realisasi program /kegiatan pada Dinas Perikanan telah memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
*) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

® Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Hingga Bulan Juni 2026 realisasi kinerja Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan sudah selesai dilaksanakan dengan capaian
realisasi 100%.

® Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Hingga Bulan Juni 2026 untuk sub kegiatan penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serta sub
kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan secara rutin telah dilakukan pemeliharaan dan
pembayaran pajak untuk seluruh kendaraan dinas.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan pada Dinas Perikanan telah melebihi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
*) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Perubahan Rencana Kerja
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® Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Hingga Bulan Juni 2026 realisasi kinerja Sub Kegiatan
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan
Nelayan Kecil telah mencapai 112,86% karena sudah
dilakukan bimbingan teknis kepada 70 KUB dan Pembinaan
kepada 9 KUB yang tersebar di kota batam dan sekitarnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam dapat
dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Perubahan Rencana Kerja
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Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 Realisasi/ Pr?ry e;<31 KmegjrleCapalan
No Indikator Renstra Tahun 2026 TW II Catatan Analisis
Satuan Tahun 2026 | Tahun 2027 Satuan Tahun 2026
(1) (2) (6) (7) (8) (6) (10) (14)
Jumlah Produksi
Perikanan (Jumlah
1 | Total Produksi Nelayan Ton 35.756,02 36.113,58 Ton 15.757,79 -
Kecil dan Pembudidaya
Ikan)
Hasil penghitungan
2 | Angka Konsumsi Ikan Kg/kapita/tahun 33,39 33,46 Kg/kapita/tahun - diketahui pada akhir
tahun 2026
3 | Indeks Kepuasan diketabai pada sk
Nilai 91,50 92 Nilai -
Masyarakat (IKM) tahun 2026
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Isu - isu penting pelayanan beserta faktor - faktor yang
mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab
terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa
datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

A. Isu Isu Penting terkait bagian Perikanan

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap,
perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaranan hasil
perikanan;

2. Terbatasnya lahan budidaya laut.

3. Terbitnya Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2025 yang mengatur
perubahan atas PP 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, terutama soal
kewenangan di KEK serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko. Dengan terbitnya kedua Peraturan pemerintah
tersebut berkemungkinan tugas yang diemban Dinas Perikanan
Kota Batam akan bertambah jika Badan Pengusahaan Batam
mendelegasikan sebagian wewenangnya terkait penyelenggaran
perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan kepada Dinas
Perikanan Kota Batam. Untuk itu, diperlukan pengembangan
sumber daya manusia Dinas Perikanan Kota Batam.
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja
sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada
prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami
perubahan yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1) Seluruh sub kegiatan didalam kegiatan tersebut mengalami
pengurangan anggaran dikarenakan refocussing anggaran.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami
pengurangan anggaran dikarenakan proses rekonsiliasi dan
penghitungan ulang alokasi belanja pegawai Dinas Perikanan.
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD mengalami pengurangan anggaran dikarenakan
refocussing anggaran.
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1) Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
mengalami penambahan anggaran dikarenakan ada kebutuhan
sarana tambahan untuk menunjang pekerjaan pegawai.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunijasi, Sumber Daya Air
dan Listrik mengalami pengurangan anggaran dikarenakan
refocussing anggaran.
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan mengalami pengurangan anggaran
dikarenakan refocussing anggaran.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
a. Kegiatan  Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam  Daerah
Kabupaten/Kota
1) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan
Usaha Nelayan Skala Kecil mengalami penambahan anggaran
dikarenakan ada kebutuhan tambahan sarana dan prasarana
perikanan tangkap untuk masyarakat.
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3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
a. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan untuk program pengelolaan
perikanan budidaya tidak mengalami perubahan alokasi anggaran.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri
Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
1) Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan lkan untuk Konsumsi
dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
mengalami  pengurangan anggaran karena refocussing
anggaran.

5. UPTD Pelayanan Bidang Perikanan Program Pengelolaan Perikanan

Tangkap
b. Kegiatan  Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam  Daerah
Kabupaten/Kota
1) Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,
Bantuan  Pembiayaan, Kemitraan = Usaha  mengalami

penambahan anggaran dikarenakan ada kebutuhan tambahan
untuk kegiatan Pengawasan dan Percepatan Pengurusan
Rekomendasi BBM Bersubdisi untuk masyarakat.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026

disampaikan pada tabel 3.1 berikut:
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Tabel 3.1 RINCIAN PROGRAM, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Indikator Program / Kegiatan / Sub

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan . Target Pagu
Kode & & Kegiatan Keterangan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah |Sebelum Sesudah Selisih
Dinas Perikanan + UPTD |Dinas Perikanan + UPTD
3.25.0.00.0.00.01.0000 | Pelayanan Perikanan Pelayanan Perikanan 26,070,553,115|26,065,600,475 | (4,952,640)
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG KELAUTAN DAN (BIDANG KELAUTAN DAN
3.25 PERIKANAN PERIKANAN 26,001,428,815|26,065,600,475((69,349,040)
PROGRAM PENUNJANG |(PROGRAM PENUNJANG
URUSAN URUSAN Indeks pelayanan Indeks pelayanan 73.97 73.97
3.25.01 PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN kesekretariatan PD kesekretariatan PD 9 4' 9 4° 17,870,110,115|17,671,798,855|(198,311,260)
DAERAH DAERAH Nilai SAKIP PD Nilai SAKIP PD
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Persentase dokumen Persentase dokumen
Perencanaan, Perencanaan, perencanaan, perencanaan,
3.25.01.2.01 SN, CRT A EanEEsL SR, CEE SR E T, CET 86% 86% 9,167,600 5,167,600 (4,000,000)
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja evaluasi yang tersusun |evaluasi yang tersusun
Perangkat Daerah Perangkat Daerah sesuai dengan tahapan |sesuai dengan tahapan
dan waktu dan waktu
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
3.25.01.2.01.0001 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat |Perencanaan Perangkat 7 Dokumen (7 Dokumen [2,565,000 1,565,000 (1,000,000)
Daerah Daerah Daerah Daerah
. . . . Jumlah Dokumen RKA- [Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil | SKPD dan Laporan Hasil
3.25.01.2.01.0002 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen . -ap . -ap 5 Dokumen |5 Dokumen |1,893,800 893,800 (1,000,000)
RKA-SKPD RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan |Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan g:{;ull?:h:grlfll({lz—sSﬂKPD Perubahan RKA-SKPD dan
3.25.01.2.01.0003 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Koor dirl:l)asi Penvusunan Laporan Hasil Koordinasi |3 Dokumen |3 Dokumen |1,893,800 893,800 (1,000,000)
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yu Penyusunan Dokumen
Dokumen Perubahan | pe . ahan RKA-SKPD
RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Jumlah Laporan Evaluasi
3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja 24 Laporan |19 Laporan |2,815,000 1,815,000 (1,000,000)
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Indikator Program / Kegiatan / Sub

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan . Target Pa
Kode & & & Kegiatan & g Keterangan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah |Sebelum Sesudah Selisih
Persentase pegawai 5
Administrasi Keuangan |Administrasi Keuangan |yang menerima Persentase pegawai yang
3.25.01.2.02 P o . menerima layanan 100% 100% 15,949,243,815(15,838,941,755((110,302,060)
erangkat Daerah Perangkat Daerah layanan administrasi s 2
administrasi keuangan
keuangan
. . . . Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan Menerima Gaji dan 95 95 15,909,103,815 |15,798,801,755 |(110,302,060)
Tunjangan ASN Tunjangan ASN . . Orang/bulan | Orang/bulan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi |Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil | Jumlah Dokumen Hasil
3.25.01.2.02.0002 Y Y Penyediaan Administrasi | Penyediaan Administrasi |12 Dokumen |12 Dokumen (40,140,000 40,140,000 0,00
Pelaksanaan Tugas ASN |Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Tugas ASN |Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Umum Administrasi Umum Persentase Pemenuhan |Persentase Pemenuhan
3.25.01.2.06 Pelayanan Umum Pelayanan Umum 100% 100% 392,219,800 283,278,800 (108,941,000)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perkantoran Perkantoran
. . Jumlah Paket Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Penyediaan Komponen lasi lasi
Instalasi Instalasi Komponen Instalasi Instalasi
3.25.01.2.06.0001 . - Listrik /Penerangan Listrik /Penerangan 1 Paket 1 Paket 2,425,000 3,041,200 616,200
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang |Bangunan Kantor yang
Disediakan Disediakan
Penyediaan Peralatan dan |[Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan | Jumlah Paket Peralatan
3.25.01.2.06.0002 Y Y dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor |4 Paket 4 Paket 142,195,600 142,212,400 16,800
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1. C
Kantor yang Disediakan |yang Disediakan
Penyediaan Barang Penyediaan Barang é‘;gf:lnl?ak;t Barang Jumlah Paket Barang
3.25.01.2.06.0005 Cetakan dan Cetakan dan d Cetakan dan Penggandaan |2 Paket 2 Paket 15,376,400 15,376,400 0
Penggandaan Penggandaan Pengg.a ndaan yang yang Disediakan
Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Penvelen F;raan Rapat
3.25.01.2.06.0009 Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan yelengg b . |12 Laporan |12 Laporan [232,222,800 122,648,800 (109,574,000)
. Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD Konsultasi SKPD
SKPD
e .1:;. |Persentase Kebutuhan [Persentase Kebutuhan
E:tf:l:a;:nE:?::g Milik E:tf:l:a;:nE:?::g Lt Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
3.25.01.2.07 J g J g Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 Persen |100% 909,227,300 949,159,100 39,931,800
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah 7 7
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
Daerah Daerah : 5
yang terpenuhi terpenuhi
Pengadaan Kendaraan Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
3.25.01.2.07.0001 Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau 1 Unit 1 Unit 634,886,000 634,886,000 0

Kendaraan Dinas Jabatan

Kendaraan Dinas Jabatan

Kendaraan Dinas

Perorangan Dinas atau
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Indikator Program / Kegiatan / Sub

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan . Target Pa
Kode & & & Kegiatan & s Keterangan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah |Sebelum Sesudah Selisih
Jabatan yang Kendaraan Dinas Jabatan
Disediakan yang Disediakan
3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel | Jumlah Paket Mebel yang |, (5 ;¢ 27 Unit 64,122,100 64,122,100 0
yang Disediakan Disediakan
Pengadaan Peralatan dan |Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan | Jumlah Unit Peralatan
3.25.01.2.07.0006 g . g . dan Mesin Lainnya yang |dan Mesin Lainnya yang 15 Unit 24 Unit 210,219,200 250,151,000 39,931,800
Mesin Lainnya Mesin Lainnya . . . .
Disediakan Disediakan
q . Persentase realisasi Persentase realisasi
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa envediaan jasa envediaan jasa
3.25.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan D niany oo D riany oo 100% 100% 162,856,600 148,856,600 |(14,000,000)
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah p Jang p Jjang
perencanaan perencanaan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
3.25.01.2.08.0002 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya|12 Laporan |12 Laporan |161,356,600 147,356,600 (14,000,000)
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang
yang Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
3.25.01.2.08.0004 Pelayanan Umum Kantor |Pelayanan Umum Kantor |Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan |12 Laporan 1,500,000 1,500,000 0
Kantor yang Disediakan |yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Persentase Barang Persentase Barang Milik
3.25.01.2.09 Milik Daerah I.’enun_]ang Milik Daerah I.’enun_]ang :M‘:lllk. Daerah yang Daerah yang .dlpellhara 100% 100% 447,395,000 446,395,000 (1,000,000)
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan dipelihara dan dan berfungsi dengan
Daerah Daerah berfungsi dengan baik |baik
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
. . - . - Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau -
Pemeliharaan, dan Pajak [Pemeliharaan, dan Pajak |Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau
3.25.01.2.09.0001 i i Kendaraan Dinas Jabatan |1 Unit 1 Unit 44,140,000 43,140,000 (1,000,000)
Kendaraan Perorangan Kendaraan Perorangan Jabatan .
- - oo yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajaknva
Dinas Jabatan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya y J ¥
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan .
- . - . - - Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau .
Pemeliharaan, Pajak dan |Pemeliharaan, Pajak dan |Lapangan yang Operasional atau
3.25.01.2.09.0002 . ’ . ’ AR Lapangan yang Dipelihara |12 Unit 14 Unit 266,725,000 266,725,000 0
Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan Dipelihara dan . .
. . . ) . . dan dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan .
- Perizinannya
Lapangan Lapangan Perizinannya
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Indikator Program / Kegiatan / Sub

Pembudi Daya Ikan Kecil

Pembudi Daya Ikan Kecil

Kecil yang Mengikuti

Pembudi Daya Ikan Kecil

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan . Target Pa
Kode & & & Kegiatan & s Keterangan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah |Sebelum Sesudah Selisih
Pemeliharaan Peralatan Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
3.25.01.2.09.0006 . . . . Mesin Lainnya yang Mesin Lainnya yang 45 Unit 70 Unit 49,420,000 49,420,000 0
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya L L
Dipelihara Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi| Pemeliharaan /Rehabilitasi jg?g;nGsizgigiTO; jg?g;nGsizgigiTO;
3.25.01.2.09.0009 Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan Jang g ¥y Jang g y 1 Unit 1 Unit 87,110,000 87,110,000 0
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Dipelihara /Direhabilitasi | Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PROGRAM q .
3.25.03 PENGELOLAAN PENGELOLAAN Sumiah Produksi Sumiah Produksi 20.045,59 |26.045,59 15,356,984,080 |5,534,758,300 |177,774,220
PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN TANGKAP y y
I L Jumlah nelayan kecil |Jumlah nelayan kecil
3.25.03.2.02 Kecil dalam Daerah Kecil dalam Daerah ang diber day akan ang diber day akan 6.823 RTP |7.231 RTP (5,356,984,080 |5,534,758,300 (177,774,220
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang 4 yang 4
Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah Kelo.mpok Jumlah Kelompok Nelayan
Nelayan Kecil yang . S
Pembentukan dan Pembentukan dan Difasilitasi Kecil yang Difasilitasi 100
3.25.03.2.02.0002 Pengembangan Pengembangan Pembentukan dan 70 Kelompok 88,675,400 88,675,400 0
Pembentukan dan Kelompok
Kelembagaan Nelayan Kelembagaan Nelayan P Pengembangan
. . engembangan
Kecil Kecil Kelembagaannya
Kelembagaannya
Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi nglgh Umt Usaha yang nglgh Umt Usaha yang
Bantuan Pendanaan Bantuan Pendanaan Difasilitasi Penyaluran | Difasilitasi Penyaluran 6000 Unit 6000 Unit
3.25.03.2.02.0003 X ’ X ? Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pen Danaan, 1,233,906,400 1,233,906,400 0
Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, . . Usaha Usaha
- - Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha Kemitraan Usaha - -
Kemitraan Usaha Kemitraan Usaha
Penyediaan Sarana dan Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan
Prasarana Pemberdayaan |Prasarana Pemberdayaan |Prasarana Jumlah Sarana dan
3.25.03.2.02.0004 Prasarana Pemberdayaan |335 Unit 291 Unit 4,034,402,280 4,212,176,500 177,774,220
Usaha Nelayan Skala Usaha Nelayan Skala Pemberdayaan Usaha .
. . . Usaha Nelayan Skala Kecil
Kecil Kecil Nelayan Skala Kecil
PROGRAM PROGRAM q q
3.25.04 PENGELOLAAN PENGELOLAAN gumiah Produlsi gumiah Produlsi 710,43 1971043 11,052,600,700 |1,952,600,700 |0
PERIKANAN BUDIDAYA |(PERIKANAN BUDIDAYA y y
Jumlah kelompok Jumiah Eelompok
3.25.04.2.02 SR AN ORI bt v DS | (o aiel] co (e pembudi daya ikan kecil |100 RTP |25 47,474,100  |47,474,100 |0
Daya Ikan Kecil Daya Ikan Kecil kecil yang i Kelompok
g yang diberdayakan
diberdayakan
. . Jumlah Kelompok
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas | Pengembangan Kapasitas | 5o 1, 4i Daya Tkan Jumlah Kelompok 23 Kelompok | 23 Kelompok | 47,474,100 47,474,100 0
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Indikator Program / Kegiatan / Sub

Pemasaran Hasil
Perikanan sesuai Skala
Usaha dan Risiko

Pemasaran Hasil
Perikanan sesuai Skala
Usaha dan Risiko

mendapatkan
pembinaan terhadap
Penerapan Persyaratan

mendapatkan pembinaan
terhadap Penerapan
Persyaratan Perizinan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan . Target Pa
Kode & & & Kegiatan & s Keterangan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah |Sebelum Sesudah Selisih
Pengembangan yang Mengikuti
Kapasitas Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Pengelolaan Jumlah pembudi daya |Jumlah pembudi daya
3.25.04.2.04 g . g . ikan yang memenuhi ikan yang memenuhi 530 RTP 530 RTP 1,905,126,600 |1,905,126,600 (O
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan SOP SOP
Penyediaan Data dan Penyediaan Data dan Jumlah ]?ata dan Jumlah Data dan
Informasi Pembudidayaan |Informasi Pembudidayaan Informasi Informasi Pembudidayaan
3.25.04.2.04.0001 udiday udiday Pembudidayaan Ikan udiday 4 Dokumen |4 Dokumen |18,006,800 18,006,300 0
Ikan dalam 1 (Satu) Ikan dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu) Daerah Ikan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota [Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen hasil Doku hasil
Monitoring Kesehatan Monitoring Kesehatan pelaksanaan monitoring men v
Ikan dan Lingkungan Ikan dan Lingkungan kesehatan ikan dan pelaksanaan monitoring
3.25.04.2.04.0008 . . . kesehatan ikan dan 12 Dokumen | 12 Dokumen | 32,892,400 32,892,400 0
Budidaya dalam 1 (satu) |Budidaya dalam 1 (satu) |lingkungan dalam 1 -
lingkungan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota |Daerah Kabupaten/Kota [(satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan |Penjaminan Ketersediaan |Jumlah Sarana Jumlah Sarana
Sarana Pembudidayaan Sarana Pembudidayaan Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan . .
3.25.04.2.04.0009 Ikan dalam 1 (Satu) Ikan dalam 1 (Satu) dalam 1 (Satu) Daerah |dalam 1 (Satu) Daerah 233 Unit 216 Unit 1,854,227,400 1,854,227,400 10
Daerah Kabupaten/Kota |Daerah Kabupaten/Kota [Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PROGRAM Jumlah produksi
PENGOLAHAN DAN PENGOLAHAN DAN . Jumlah produksi 1.479.94 1.479.94
G PEMASARAN HASIL PEMASARAN HASIL p:;‘ii‘:::nhas‘l pengolah hasil perikanan | Ton Ton CERGUREGER UGl (R )
PERIKANAN PERIKANAN P
Jumlah usaha Jumlah usaha
Pembinaan Mutu dan Pembinaan Mutu dan pengolahan dan pengolahan dan
Keamanan Hasil Keamanan Hasil pemasaran hasil pemasaran hasil
3.25.06.2.02 Perikanan bagi Usaha Perikanan bagi Usaha penkaflan skala kecil penkaflan skala kecil 250 Unit 170 Unit 149,570,170 149,570,170 0
Pengolahan dan Pengolahan dan dan mikro yang dan mikro yang Usaha Usaha
Pemasaran Skala Mikro |Pemasaran Skala Mikro |mendapatkan mendapatkan pembinaan
dan Kecil dan Kecil pembinaan mutu dan mutu dan keamanan
keamanan hasil hasil
Pembinaan terhadap Pembinaan terhadap Jumlah Unit Usaha Jumlah Unit Usaha
Penerapan Persyaratan Penerapan Persyaratan Pengolahan dan Pengolahan dan
Perizinan Berusaha Pada |Perizinan Berusaha Pada |Pemasaran Hasil Pemasaran Hasil 200 Unit 170 Unit
3.25.06.2.02.0002 Usaha Pengolahan dan Usaha Pengolahan dan Perikanan yang Perikanan yang Usaha Usaha 149,570,170 149,570,170 0
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Indikator Program / Kegiatan / Sub

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan . Target Pa,
Kode & & & Kegiatan & s Keterangan
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah |Sebelum Sesudah Selisih
Perizinan Berusaha Berusaha Pada Usaha
Pada Usaha Pengolahan [Pengolahan dan
dan Pemasaran Hasil Pemasaran Hasil
Perikanan sesuai Skala |Perikanan sesuai Skala
Usaha dan Risiko Usaha dan Risiko
Penyediaan dan Penyediaan dan
Penyaluran Bahan Baku |Penyaluran Bahan Baku |Jumlah ikan konsumsi |(Jumlah ikan konsumsi 45.160.64 |45.160.64
3.25.06.2.03 Industri Pengolahan Industri Pengolahan yang tersedia dan yang tersedia dan To;'l ? To;m ? 672,163,750 623,351,750 (48,812,000)
Ikan dalam 1 (Satu) Ikan dalam 1 (Satu) tersalurkan (ton) tersalurkan (ton)
Daerah Kabupaten/ Kota [Daerah Kabupaten/ Kota
. . . . Jumlah Peningkatan Jumlah Peningkatan
Peningkatan Ketersed_laan Peningkatan Ketersed_laan Ketersediaan Tkan untuk | Ketersediaan Ikan untuk
Ikan untuk Konsumsi dan |Ikan untuk Konsumsi dan Konsumsi dan Usaha Konsumsi dan Usaha
3.25.06.2.03.0001 Usaha Pengolahan dalam [Usaha Pengolahan dalam 965 Ton 965 Ton 475,940,350 427,128,350 (48,812,000)
Pengolahan Dalam 1 Pengolahan Dalam 1
1 (Satu) Daerah 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Satu) Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi [Pemberian Fasilitas bagi |Jumlah Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha
Pelaku Usaha Perikanan |Pelaku Usaha Perikanan |Perikanan Skala Mikro |Perikanan Skala Mikro 30 Pelaku 20 Pelaku
3.25.06.2.03.0002 Skala Mikro dan Kecil Skala Mikro dan Kecil dan Kecil dalam 1 (Satu) [dan Kecil dalam 1 (Satu) Usaha Usaha 196,223,400 196,223,400 0
dalam 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) Daerah Daerah Kabupaten/Kota | Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi yang Terfasilitasi
UPTD PELAYANAN UPTD PELAYANAN
BIDANG PERIKANAN BIDANG PERIKANAN bz ey e AL Sl
PROGRAM PROGRAM . .
3.25.03 PENGELOLAAN PENGELOLAAN Samiah Produlsi Samiah Produlsi 26.045,59 126.045,59 169,124,300  [133,520,700 64,396,400
PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN TANGKAP y y
Pemberdayaan Nelayan |Pemberdayaan Nelayan q q
3.25.03.2.02 Kecil dalam Daerah Kecil dalam Daerah J::‘Z‘;b';::l‘;yi‘;{::ml J::‘Z‘;b';::l‘;yi‘;{::ml 6.823 RTP |6823 RTP |69,124,300 133,520,700 |64,396,400
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang y yang y
Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Jl}ml?h UT“t Usaha yang Jl}ml?h UT“t Usaha yang
Bantuan Pendanaan Bantuan Pendanaan Difasilitasi Penyaluran Difasilitasi Penyaluran 1000 Unit 1000 Unit
3.25.03.2.02.0003 X ’ X ’ Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pen Danaan, 69,124,300 133,520,700 64,396,400
Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, . . Usaha Usaha
- - Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha Kemitraan Usaha . .
Kemitraan Usaha Kemitraan Usaha
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam
Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra
Dinas Perikanan Kota Batam dalam menunjang tercapainya visi dan misi
daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran strategis
untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan secara lebih adaptif, efektif, dan
terukur. Dokumen ini disusun guna menjaga Kkonsistensi serta
kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Penyesuaian dalam
dokumen ini mencakup penajaman target kinerja, pergeseran alokasi
anggaran, serta penambahan maupun pengurangan program dan kegiatan.

5.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah
yang membidangi urusan terkait Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan
Kota Batam telah menunjukan kinerja yang efektif serta terus berkomitmen
meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya dan peningkatan
daya saing produk perikanan.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-
kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Kota Batam Tahun Anggaran 2026;

2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk
mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan
untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk
menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen
pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan
kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan
bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-
masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana
dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk
mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam sebagai
acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan,
sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari
dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang
berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan
dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam
Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan
dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.
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